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Ikhtisar Putusan

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan
Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) periode 2020 sampai dengan 2023. Menurut
Pemohon, Pasal 56 UU 41/2004 tidak memberikan perlakuan yang sama dengan lembaga
negara non kementerian lain terlebih lagi terdapat lembaga sejenis seperti BAZNAS dan
BPKH,;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian Pasal 56 UU 41/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi
salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon sebagai anggota BWI merasa pembedaan
masa jabatan anggota BWI yang diatur dalam Pasal 56 UU 41/2004 merupakan bentuk
diskriminasi BWI dengan lembaga sejenis sehingga menghalangi Pemohon untuk
mengabdikan dirinya kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional serta
menimbulkan pemaknaan yang menganggap BWI lebih rendah dari lembaga negara
independen non-kementerian laun yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Menurut
Mahkamah, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik
dan aktual terjadi. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak
konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya
norma yang diujikan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan
kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi atau tidak akan terjadi.
Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma
yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo;

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak
terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK



Bahwa permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan

Pemohon apakah pengaturan masa jabatan anggota BWI dalam norma Pasal 56 UU
41/2004 bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal
tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dengan mencermati secara komprehensif UU 41/2004, dapat dikemukakan
bahwa BW!I dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu UU 41/2004, merupakan
lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas penting pemerintahan
hanya di bidang perwakafan, dan proses rekrutmen anggota lembaga/badan melalui
proses rekrutmen anggota dan/atau pimpinannya dilakukan oleh Pemerintah.
Berdasarkan hal tersebut, keberadaan BWI adalah penting secara institusional dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum, khususnya di bidang perwakafan sesuai
dengan tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan dalam UU
41/2004.

Bahwa lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan BWI memiliki
kesamaan dengan salah satu lembaga independen, yaitu KPK sehingga sudah
sepatutnya periode masa jabatan bagi anggota BWI mendapatkan perlakuan yang
sama dengan KPK sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-
XX/2022. Menurut Mahkamah, ihwal tersebut tidak dapat dikomparasikan begitu saja
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun BWI oleh UU 41/2004 disebut
sebagai lembaga independen [vide Pasal 1 angka 7 UU 41/2004] dan KPK juga
merupakan lembaga independen, namun tugas, fungsi, dan wewenang KPK tidak
dapat disetarakan dengan BWI karena KPK menjalankan fungsi yang berkaitan
langsung dengan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam UUD
1945, khususnya sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi.
Artinya, KPK termasuk lembaga constitutional importance sebagaimana ditegaskan
dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, antara lain Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-I11/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Bahwa adanya perbedaan masa jabatan keanggotaan BWI dengan BAZNAS dan
BPKH menurut Mahkamah, baik BWI maupun BAZNAS dan BPKH merupakan
lembaga yang secara kelembagaan penting dibentuk karena tujuan, tugas, fungsi dan
kewenangan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan oleh main state organ atau
auxiliary state organ yang telah ada. Oleh karena itu, untuk menentukan berapa lama
masa jabatan anggota dari lembaga yang dibentuk, sepenuhnya merupakan
kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam
peraturan pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan
konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota di BWI
dengan anggota di BAZNAS dan BPKH. Sebab, perbedaan tersebut tidak didasarkan
pada alasan “agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik”, sebagaimana telah ditentukan
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal
56 UU 41/2004 bersifat diskriminatif tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan hak Pemohon yang tidak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena masa jabatannya
tidak 5 (lima) tahun, tidak ada kaitannya dengan Pasal 56 UU 41/2004 karena
perbedaan masa jabatan keanggotaan di ketiga lembaga tersebut (BWI, BAZNAS, dan
BPKH) tidak menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, juga tidak membatasi
pengabdian kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional. Menurut
Mahkamah, pengaturan tenggang waktu masa jabatan sejatinya tidak berkorelasi



dengan tinggi-rendahnya tingkat kedudukan suatu lembaga, badan, atau organ, serta
tidak berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada negara, sehingga
tidak menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan. Justru dengan adanya perbedaan tersebut
memberikan pilihan kepada warga negara Indonesia tentang kepastian hukum untuk
menentukan berapa lama dirinya dalam pemerintahan dalam rangka menjalankan
fungsi yang telah ditentukan. Perbedaan masa jabatan di setiap lembaga seperti BWI,
BAZNAS, dan BPKH tidak serta-merta dapat diartikan melanggar hak konstitusional
warga negara atau bertentangan dengan UUD 1945 karena hal tersebut ditentukan
sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, berdasarkan kebutuhan pengaturan
masing-masing lembaga. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo
yang menyatakan Pasal 56 UU 41/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut
Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 56 UU 41/2004 tidak bersifat diskriminatif sehingga
tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya dalil Pemohon adalah tidak
beralasan menurut hukum. Dan terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



